
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dalam alam demokrasi 

Indoesia yang berkembang saat ini saatnya upaya-upaya pembanguan nasional dilaksanakan 

secara transparan, jujur, adil dan tanpa diskriminasi. Pembangunan yang diselenggarakan 

memerlukan perencanaan dan haruslah didasarkan atas kebutuhan praktis dan strategis 

masyarakat. Dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksaakan secara 

adil atas gender serta ramah lingkungan, sehingga dapat menciptakan berkesinambungan. 

Mengenai perencanaan pembanguna nasional diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional yang menyebutkan bahwa :
1
 

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan 

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah”. 

 

Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

seluruh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam pelaksanaannya 

Indoesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di bidang ekonomi, dalam hal ini 

hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia 

agar tercapainya kesejahteraan yang merata. 

Pembangunan Nasional dibidang hukum juga sangat diperlukan karena hukum itu 

tidak bersifat statis melainkan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sedikit 
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banyaknya era globalisasi telah merubah kondisi sosial masyarakat Indonesia ke arah 

moderenisasi. Melihat kembali dari fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, 

maka hukum ditutut untuk memperbahaui peraturan-peraturan yang sudah ada disesuaikan 

dengan kondisi masyarakat saat ini atau bahkan membentuk hukum baru untuk mengatur 

aktivitas masyarakat baik dibidang hukum privat atau hukum publik. 

Pembangunan Nasional dibidang hukum dilanjutkan dengan diadakannya Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang disebut RPJPN. RPJPN mempunyai 

serangkaian upaya pembangunan  yang memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung 

tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam konteks memenuhi 

kebutuhannya yang salah satu caranya yaitu dengan bekerja melalui memberikan 

perlindungan dan pengakuan hak-hak normatif pekerja. Maka dari itu sesuai dengan peranan 

dan kedudukan masyarakat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhannya diperlukan 

pembangunan ketenagakerjaan dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan 

perlindungan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat Indonesia 

tersebut ialah melalui pembangunan secara menyeluruh berbagai aspek kehidupan secara 

seimbang guna meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat seutuhnya. Salah satunya 

ialah melaui pembangunan ketenagakerjaan. 

Pasal 2 UU Ketenagakerjaan menyatakan: 

“Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 

Dalam penjelasannya menegaskan: 

“Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanankan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan 

untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 



 

 

merata, baik materil maupun spiritual. Hal ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja 

merupakan salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam 

menyelenggarakan pembangunan Negara Indonesia.” 

 

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dimaksudkan untuk dapat 

memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya 

tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan 

nasional, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya. Dengan demikian, 

tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai 

subjek pembangunan, bukan sebaliknya menjadi objek pembangunan.
2
 

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama 

yang saling menguntungkan. dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga 

kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan. Sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 13 Tahun 

2003 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai 

berikut : 

1. “Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.” 

 

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan 

yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kerja 

Indonesia sehingga tenaga kerja dapat berpartisipasi secara optimal dalam 

pembangunan nasional. 

2. “Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai 

dengan pembangunan nasional dan daerah.” 
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Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan diseluruh wilayah negara 

kesatuan RI sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang 

sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya. 

3. “Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.” 

 

Pembangunan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi 

hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta dapat mewujudkan 

kondisi yang kondusif bagi pembangunan duna usaha. 

 

4. “Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.” 

 

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah merupakan tenaga kerja dan 

keluarganya karena itu kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya mempunyai andil 

yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pembangunan 

ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Negara untuk mendapat 

penghidupan yang layak. Salah satu bagian integral dari hal tersebut ialah pembangunan 

ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan dianggap menjadi salah satu bagian integral 

dalam proses pembangunan nasional karena pentingnya posisi tenaga kerja sebagai salah 

satu sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dalam bahan pertimbangan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk 

menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta 

perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. 



 

 

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-

hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pada saat yang 

bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. 

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu 

tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi 

juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, 

diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komperhensif, antara lain mencakup 

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja 

Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan 

pembinaan hubungan industrial.
3
 

Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

ketenagakerjaan ialah dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang 

mengarah kepada terciptanya lapangan perkerjaan yang diantaranya mempermudah 

pendirian perusahaan-perusahaan dan juga dengan pemberian fasilitas-fasilitas bagi 

perusahaan-perusahaan agar dapat menyerap tenaga kerja dengan mudah.
4
 Salah satu 

peraturan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perluasan lapangan 

pekerjaan ialah dengan melegalkan praktik outsourcing melalui Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 

Justifikasi mengenai pelaksanaan sistem outsourcing dalam hukum positif di 

Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 64, Pasal 

65, dan Pasal 66 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
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Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 

Kepada Perusahaan Lain. 

Adanya sistem outsourcing ini tidak serta merta membuat permasalahan mengenai 

ketenagakerjaan di Indonesia hilang. Karena dalam kenyataannya sistem outsourcing ini 

banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat, sebagian tenaga kerja menolak sistem 

outsourcing yang dianggap kurang menguntungkan, sedangkan para pengusaha menganggap 

sistem outsourcing sebagai salah satu cara bahkan satu-satunya cara untuk menghadapi 

sistem liberalisasi ekonomi yang tidak dapat dihindari. Penolakan yang sangat jelas terhadap 

sistem outsourcing  ini dapat dilihat setiap tahun, pada peringatan hari buruh sedunia (May 

Day) selalu terlontar isu “hapuskan sistem kontrak dan outsourcing”. Para buruh 

memandang bahwa sistem buruh kontrak dan alih daya (outsourcing) menyengsarakan kaum 

pekerja/buruh, sistem tersebut telah membuat status para buruh makin tak jelas sehingga 

dapat terputus hubungan kerjanya kapan saja pengusaha inginkan.
5
 

Penolakan tersebut disebabkan karena pada praktiknya hubungan kerja pekerja 

outsourcing cenderung menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Perusahaan juga tidak 

perlu memikirkan berbagai kesulitan tentang kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten 

(UMK), tidak menanggung biaya kesehatan, biaya pemutusan hubungan kerja dengan 

pekerja outsourcing, dan lain-lain yang merupakan beban majikan sehingga jaminan sosial 

belum sepenuhnya dirasakan oleh pekerja outsourcing
6
. 

Upaya buruh melawan sistem outsourcing dan kerja kontrak seakan tidak pernah 

berhenti. Buktinya, tuntutan untuk menghapus sistem outsourcing dan buruh kontrak 
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memasuki gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam register permohonan No 27/PUU-IX/2011 

tercatat Didik Supriadi mewakili Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia 

(AP2MLI) mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan. 

 Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut : 

(1) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu haya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 

yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaanya akan selesai dalam waktu 

tertentu, yaitu : 

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama 

dan paling lama 3 (tiga) tahun; 

c. Pekerjaan yang sifatnya musiman; atau 

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 

bersifat tetap. 

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat 

diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) 

kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, 

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertetu tersebut, 

paling lam 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah 

memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang 

bersangkutan. 

(6) Pembaruan perjanjian waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa 

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu 

yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 

1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

(7) Perjanjian untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka 

demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tentu. 

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Mentri.” 

 

Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut : 

“Perusahaan dapat meyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh 

yang dibuat secara tertulis.’ 

 

 Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut : 



 

 

(1) “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan 

melalui perjanjian pemborongan pekerja yang dibuat secara tertulis. 

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiata utama; 

b. Dilakuan dengan perintah langsug atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 

c. Merupaka kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 

d. Tidak menghambat kegiatan produksi secara langsung.” 

 

Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut : 

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh 

pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 

yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh; 

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjajian kerja waktu tidak tertentu 

yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; 

c. Perlindungan upah da kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang 

timbul menjadi tanggug jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan 

d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain 

yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara 

tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini. 

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan 

memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

(4) Dalam hal ketentua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan 

kerja antar pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi 

hubungan kerja antara pekerja/buruh denga perusahaan pemberi pekerjaan.”
7
  

 

Para pekerja yang merasakan kerugian akibat dari adanya sistem outsourcing ini 

adalah Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML), aliansi tersebut merupakan serikat 

pekerja yang beranggotakan pekerja outsourcing pembaca meteran listrik yang ditempatkan 

di PT PLN (persero). Pekerja outsourcing tersebut rata-rata telah ditempatkan selama lebih 
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dari 5 (lima) tahun bahkan sampai 20 (dua puluh) tahun dan selalu berstatus sebagai pekerja 

kontrak.
8
 

Pekerja outsourcing tersebut setiap satu tahun sekali melakukan kontrak baru dengan 

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (perusahaan outsourcing) yang memenangkan tender 

penyediaan jasa pekerja di PT PLN (persero). Oleh karena itu, meskipun para pekerja 

tersebut tetap di tempatkan di PT PLN (persero) dan tetap bertugas sebagai pembaca 

meteran listrik selama bertahun-tahun, tetapi masa kerjanya tidak pernah dihitung karena 

setiap tahun menandatangani kontrak baru dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang 

berbeda-beda. Sistem tersebut telah membuat para pekerja ini selalu dianggap sebagai 

pekerja baru karena masa kerja yang tidak dihitung sehingga kehilangan hak-hak 

normatifnya seperti tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja dan sosial yang 

biasanya dinikmati oleh pekerja.
9
 Hal yang demikian tersebut jelas bertentangan dengan 

peraturan yang berlaku. 

Usaha dari para pekerja tersebut membuahkan hasil, Lembaga pengawal konstitusi 

itu mengabulkan permohonan Didik Supriadi untuk sebagian yaitu terhadap Pasal 65 dan 

Pasal 66,  selanjutnya menolak permohonan atas Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Secara eksplisit Mahkamah Konstitusi menyatakan kedua ketentuan itu 

tidak bertentangan dengan UUD 1945.
10

 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa 

apabila perjanjian kerja pekerja outsourcing dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) maka harus memuat mengenai prinsip pengalihan hak kepada perusahaan 
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outsourcing yang memenangi tender berikutnya, sehingga hak-hak pekerja outsourcing ini 

sama dengan pekerja tetap. 

Namun pada kenyataannya setelah 2 (dua) tahun Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan putusan, hingga kini pada praktiknya sangat sulit menerapkan isi putusan 

tersebut. Hal ini dialami oleh Asep Dadang yang bekerja sebagai pengemudi dengan status 

sebagai pekerja outsourcing di PT. Kartika Budi Daya. Asep Dadang merupakan pekerja 

outsourcing  yang hubungan kerjanya menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT), namun di dalam perjanjian kerjanya tidak menggunakan prinsip pengalihan hak 

sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Asep Dadang tidak 

mendapatkan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja dari perusahaan penyedia jasa yang 

semula menaunginya kepada perusahaan penyedia jasa selanjutnya yang memenangkan 

tender meskipun objek kerjanya tetap sama.  

Hal tersebut terasa sangat bertolak belakang apabila mengingat bahwa pada 

kenyataanya pekerja sebagai salah satu sumber daya manusia berperan penting dan sangat 

dibutuhkan dalam proses pembangunan, termasuk juga pekerja outsourcing, oleh karena itu 

perlindungan terhadap pekerja merupakan faktor penting untuk menciptakan keseimbangan 

hubungan Industrial, agar terwujudnya keadilan sosial yang merata di bidang 

ketenagakerjaan sesuai dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terutama dengan dikabulkannya untuk 

sebagian permohonan judicial  riview terhadap ketentuan mengenai outsourcing khususnya 

Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menarik penulis untuk 

menuangkan ke dalam tugas akhir yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT KARTIKA BUDI DAYA 



 

 

HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 27/PUU-

IX/2011.” 

 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 

beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011? 

2. Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja outsourcing berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-

IX/2011? 

3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja outsourcing dalam hal terjadi 

pelanggaran terhadap hak-hak pekerja outsourcing berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi No 27/PUU-IX/2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011; 



 

 

2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja outsourcing berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 

27/PUU-IX/2011; 

3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja outsourcing dalam hal 

terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja outsourcing berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun 

praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

hukum khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan. 

b. Sebagai bahan masukan untuk materi perkuliaha khususnya mengenai hukum 

ketenagakerjaan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran secara umum bagi 

masyarakat tentang pekerja dan perlindungan hukumnya; 

b. Sebagai bahan masukan bagi pengusaha yang menggunakan jasa pekerja 

outsoursing dalam menjalankan aktivitas produksinya dalam meningkatkan 

kepastian dan perlindungan hukum terhadap pekerjanya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 



 

 

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai mahluk ciptaan 

Tuhan, manusia dianugerahi hak-hak asasi yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia tersebut, kodrati dan alami sejak kelahirannya sebagai mahluk hidup. Siapapun 

manusianya berhak memiliki hak tersebut. Di samping itu juga terdapat kewajiban untuk 

memeliharanya dengan menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu baik oleh 

negara, hukum, pemerintah, atau individu lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu : 

“.... untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial....” 

 

Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah hak untuk memperoleh suatu pekerjaan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi sebagai 

berikut : 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusian” 

 

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi sebagai 

berikut : 

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja” 

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi sebagai 

berikut : 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” 



 

 

 

 

Dengan adanya pengaturan megenai pekerjaan dan penghidupan seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, 

maka warga negara itu bukan hanya berhak atas pekerjaan, tetapi juga hak dalam bekerja. 

Pemenuhan hak dalam bekerja adalah konkretisasi dan implementasi pemenuhan hak–hak 

normatif bagi pekerja seperti upah, jaminan keselamatan dan kesehatan mereka.
11 Oleh 

sebab itu pemerintah wajib menjamin para tenaga kerja yang juga merupakan bagian dari 

warga negaranya untuk mendapatkan haknya dalam pekerjaan demi penghidupan yang 

layak. 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia serta menjamin semua warga negara sama kedudukannya mata hukum. Menurut 

Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-

larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh 

masyarakat itu.
12

 Maka dari itu sifat negara hukum itu ialah, dimana alat perlengkapannya 

hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih 

dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu. 

Hukum bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini dapat terwujud dalam 

perilaku warga masyarakat itu sendiri. Hukum mengatur perilaku manusia, baik dalam 

bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa aturan hukum, yaitu Hukum 

Publik atau hukum yang mengatur kepentingan umum, Hukum Privat atau hukum yang 

mengatur hubungan perseorangan. 
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Hukum positif harus disusun secara sistematis untuk mengatur kehidupan 

bermasyarakat. Ilmu hukum positif berhubungan dengan hukum normatif, artinya ilmu 

mengenai kaidah-kaidah orang seharusnya berperilaku (Das sollen) dalam masyarakat, bukan 

sebenarnya mereka berperilaku (Das sein) dalam masyarakat.
13

  

Pembangunan hukum tidak terlepas dari pembangunan nasional sebagaimana 

menurut Roscoe Pound bahwa hukum itu adalah “law is a tool of social engineer”. Teori 

tersebut dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa fungsi hukum 

adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pergaulan atau hubungan masyarakat 

adalah interaksi antara manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan 

ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya 

dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan 

aturan (hukum) itu.
14

 

Tujuan dan fungsi hukum Indonesia bukanlah sekedar memelihara ketertiban, 

keamanan, dan stabilitas masyarakat, akan tetapi lebih diarahkan pada cita-cita untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.
15

 Dengan arah hukum yang ingin 

memberikan porsi pada pencapaian kesejahteraan, maka dalam permasalahan buruh di 

Indonesia, buruh dan pengusaha tidak dilihat dari segi kepentingan yang berbeda.
16

 

Dalam upaya pembangunan, yang dimaksud dengan sarana perubahan itu adalah 

sebagai pengarah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan itu sendiri. 

Hukum ketenagakerjaan sesuai dengan fugsinya sebagai sarana perubahan masyarakat yang 

memberikan arahan bagi kegiatan dan aktivitas manusia menuju ke arah yang dikehendaki 
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oleh pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan salah 

satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina 

dan mengawasi segala macam kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga 

dapat terwujud adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang 

ketenagakerjaan juga harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan ketenagakerjaan 

itu sendiri.
17

 Demikian pula hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban, kesejahteraan 

dan keadilan dalam mengatur mengenai hak warga negara harus dapat menunjukan jaminan 

perlindungan hak atas pekerjaan yang layak, bebas memilih pekerjaan, hak atas syarat-syarat 

ketenagakerjaan, hak atas upah yang adil serta syarat-syarat perjanjian kerja proposional.
18

 

Hukum akan berlaku pada pihak-pihak yang telah menyetujui untuk mengikatkan diri 

dengan pihak lain melalui sebuah perjanjian, termasuk pula dalam perjanjian kerja. Pasal 

1601 point a KUHPerdata memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja sebagai berikut 

: 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (Pekerja) mengikatkan 

dirinya untuk dibawah perintah pihak lainnya, perusahaan untuk suatu waktu tertentu 

melakukan pekerjaan dengan menerima upah.” 

 

Melihat pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata di atas tersirat kata “di 

bawah perintah”, maka perkataan inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan 

perjanjian-perjanjian lainnya. Perihal ketentuan “di bawah” ini mengandung arti bahwa 

salah satu yang mengadakan perjanjian kerja harus tunduk pada pihak lainnya, atau di bawah 
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perintah atau pimpinan orang lain. Dengan adanya unsur perintah berarti antara kedua pihak  

ada kedudukan yang tidak sama yang disebut subordinasi.
19

 Pengusaha sebagai pihak yang 

lebih tinggi secara sosial-ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja yang secara 

sosial ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan 

tertentu.
20

 Pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata dianggap sudah tidak relevan 

dengan kondisi Hukum Ketenagakerjaan yang saat ini sudah semakin berkembang. Maka 

pengertian dari perjanjian kerja disempurnakan lagi di dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan 

perjanjian kerja adalah: 

“Perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” 

Hubungan kerja terjadi antara pekerja dengan pengusaha setelah adanya perjanjian 

kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

hubungan kerja adalah: 

“Hubungan antara perusahaan dengan buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja 

yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” 

Dengan demikian hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan 

antara pengusaha dan pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja 

inilah yang merupakan hubungan kerja.
21

 

Undang-Undang ketenagakerjaan dilahirkan sebagai salah satu upaya Pemerintah 

untuk mengatur perlindungan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. 
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Hal tersebut menyebabkan sifat dari hukum ketenagakerjaan yang bersifat ganda, yakni sifat 

privat dan sifat publik. Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja antara 

pekerja dan pengusaha. 

Sedangkan sifat publik dari hukum ketenagakerjaan dapat dilihat dari adanya sanksi 

pidana dan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan di bidang ketenagakerjaan, serta 

ikut campurnya pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (Upah Minimum). 

Tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-

Undang Ketenagakerjaan  ialah: 

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat .“ 

 

Pengertian pekerja atau buruh menurut Pasal 1 angka 3 (tiga) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan ialah: 

“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

 

Sebelum adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak ada satupun peraturan 

perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap 

pekerja/buruh dalam pelaksanaan sistem outsourcing. Hal ini  yang membuat praktek 

outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja 

selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak, upah yang lebih rendah, jaminan sosial kalaupun 

ada hanya sebatas minimal serta tidak adanya job security. Dalam keadaan seperti itu 

dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya 

hubungan industrial.
22
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Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengaturan mengenai outsourcing terdapat 

dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66. Namun, di dalam pasal-pasal tersebut tidak 

menjelaskan secara eksplisit mengenai ketentuan outsourcing. 

Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi:  

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 

pekerja/buruh”. 

 

Dari isi pasal di atas, memperlihatkan bahwa praktek outsourcing adalah suatu hal 

yang diperbolehkan dan diakui. Selain itu, pasal di atas juga membagi praktek outsourcing 

ini mejadi dua bagian. Pertama ialah perjanjian pemborongan pekerjaan sedangkan yang 

kedua ialah perjanjian penyediaan jasa pekerja. 

Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pelaksanaan sistem 

outsourcing melalui perjanjian pemborongan pekerjaan sedangkan Pasal 66 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan mengatur mengenai pelaksanaan sistem outsourcing melalui perjanjian 

pemborongan pekerja atau penyediaan jasa pekerja. 

Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 

Tahun 2012  menyebutkan syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan 

lain yakni sebagai berikut: 

1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan 

pelaksanaan pekerjaan; 

2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, 

dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan; 

3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan 

tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan 

kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang 

ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-

undangan; dan  



 

 

4. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan kegiatan 

tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses 

pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

 

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No 19 Tahun 2012 menyebutkan mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dapat 

diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja. Pasal tersebut berbunyi: 

“ kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); 

b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); 

c. usaha tenaga kerja pengamanan (security / satuan pengamanan); 

d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan 

e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.” 

 

Amar Putusan Mahakamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011 mengenai judicial riview 

terhadap Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah 

sebagai berikut: 

“Frasa perjanjian kerja waktu tertentu dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) 

huruf (b) UU No. 13 tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan pengalihan perlindungan 

hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi 

pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari 

perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.” 

 

Kalimat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan pengalihan 

perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi 

pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan 

lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dalam isi amar putusan di atas berlaku 

sebagai syarat apabila pengusaha menggunakan sistem PKWT. Di dalam pertimbangan 

hukumnya juga Mahkamah Konstitusi menawarkan dua model pelaksananaan outsourcing, 

antara lain : 



 

 

a. Model pertama 

Outsourcing dilakukan dengan menerapkan model PKWTT atau Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu secara tertulis. Model ini bukanlah hal baru sebab Pasal 

65 ayat(7) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengaturnya 

secara opsional. 

b. Model kedua 

Outsourcing dilakukan dengan menerapkan PKWT atau Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu asal dengan menerapkan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh 

(Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUFE) yang bekerja pada 

perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsurcing. 

Dalam kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Kemenakertrans dalam 

Surat Edaran No. B.31/PHIJSK/I/2012 menafsirkan amar putusan Mahkamah Konstitusi itu 

sebagai berikut:
23

 

a. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan 

atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat 

adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya 

tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan 

penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 

pekerja/buruh harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT). 
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b. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan 

atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat 

syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek 

kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan 

penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 

pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analistis, 

yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,
24

 yang menyangkut perlindungan 

hukum terhadap pekerja outsourcing di PT Kartika Budi Daya. 

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data 

sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan.
25

 Dalam 

hal ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek pelaksanaan perlindungan hukum dan 

menemukannya dalam kenyataan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja outsourcing di PT Kartika Budi Daya. 

 

 

2. Sumber Data 
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Menurut Sorjono Soekanto
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 bahwa dilihat dari unsur pemikatnya, sumber data dari 

penelitian ini dapat digolongkan kedalam tiga bagian: 

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan terkait yaitu terdiri 

dari: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjan 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat 

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari 

kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang 

berkaitan dengan pokok bahasan ketenagakerjaan serta berupa keterangan atau 

fakta yang diperoleh secara langsung dari lapanagan. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel-artikel 

pada koran atau surat kabar, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs 

website melalui internet. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. 

Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang 
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diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan yang menjadi tujuan. Dalam hal ini 

mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji buku-buku serta 

Undang-Undang yang ada hubungannya dengan yang diteliti guna memperoleh 

landasan teoritis. 

b. Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.
27

 Dalam hal ini 

penulis melakukan pengamatan langsung di PT Kartika Budi Daya. 

2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dan mengadakan 

komunikasi langsung dengan sumber data. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya 

deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan secara kualitatif melalui 

kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode 

analisis normatif kualitatif. Secara normatif, karena peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber atau titik tolak 

dalam penelitian skripsi ini, sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang 

didapat melalui wawancara yang disampaikan oleh narasumber dan data-data yang 
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berhubungan langsung dengan permasalahan terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

pekerja outsourcing, kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja outsourcing, serta upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja outsourcing dalam 

hal terjadi pelanggaran yang semuanya dihubungkan dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2011. 

6. Lokasi Penelitian 

a. Penelitian Lapangan dilakukan di: 

1. PT. Kartika Budi Daya, Jalan Banteng No.106, Bandung; 

2. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Jalan R.A.A.Martanegara No.04, 

Bandung. 

 

 

b. Penelitian Kepustakaan dilakukan di: 

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung; 

2. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas 

Padjadjaran. 

 


